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I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas telah memuat cara pandang baru berupa asas kesempatan yang
sama bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya mengembangkan diri
melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Penyandang
Disabilitas kini tidak lagi dipandang dengan belas kasihan, melainkan
harus diberikan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan
martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan
semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas
integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain,
termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
Perwujudan kemandirian tersebut haruslah terejawantahkan dalam
kehidupan sehari-hari bagi Penyandang Disabilitas, dengan menjamin
adanya kesempatan yang sama dalam beraktivitas, baik pada tempat-
tempat kegiatan, dalam lingkungan hunian, Permukiman hingga rumah
sebagai sarana terkecil pengembangan diri setiap warga negara.

Dengan membentuk Permukiman sebagai bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
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II.

perikehidupan dan penghidupan, didukung oleh Pelayanan Publik yang
mengutamakan kesamaan hak, serta rasa aman dan pelindungan dari
Bencana  termasuk  kesempatan  untuk = berpartisipasi dalam
penanggulangan Bencana, akan memberikan kesempatan dan
penghargaan yang sama bagi Penyandang Disabilitas.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat,
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang
Layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang
Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta
bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan
untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan
eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur mengenai
Permukiman dan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang

Disabilitas serta pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah
setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan
pembangunan perumahan dan Permukiman.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar
fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan
nyaman.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas dalam
lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan

ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "kebijakan operasional di daerah"
adalah kebijakan kepala daerah dalam memberikan
Aksesibilitas Permukiman bagi Penyandang Disabilitas
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan
kebijakan, keputusan, dan/atau instruksi.

Huruf b
Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemantauan kepada Pengembang dilakukan untuk
menjamin kesesuaian penerapan norma, standar, prosedur,

dan kriteria serta kebijakan operasional dalam rangka
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